SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PRODUKSI BENIH DAN NON BENIH TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang serta efektifitas
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang
dilaksanakan oleh Dinas  Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Magetan, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, telah
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi
Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;



Mengingat

bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang
dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah
Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
nomenklatur maupun tugas dan fungsi;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Produksi Benih dan Non Benih
Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri



Menetapkan

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 64);

6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 85 Tahun 2021

tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2021 Nomor 85);
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH DAN
NON BENIH TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magetan.

2. Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris  Daerah
Kabupaten Magetan.

3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan



(1)

(2)

Ketahanan Pangan adalah Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Magetan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Magetan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih dan Non
Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
yang selanjutnya disebut UPTD Produksi Benih dan
Non Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan  adalah  unsur  pelaksana  teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan, dan Ketahanan Pangan.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Produksi Benih dan
Non Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.
Subbagian Tata Usaha adalah unsur staf yang
melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan di
bidang administrasi.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Produksi
Benih dan Non Benih Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan.

Klasifikasi UPTD Produksi Benih dan Non Benih
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelas A.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPTD Produksi Benih dan Non Benih  Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan

unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan

Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas:

a. melaksanakan produksi dan penyebarluasan benih
bermutu varietas unggul;dan

b.melaksanakan pengelolaan lahan aset Pemerintah
Daerah termasuk budidaya tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan pengembangan
agrowisata.

UPTD Produksi Benih dan Non Benih  Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh

seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD Produksi Benih dan Non
Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan terdiri atas:

a. Kepala UPTD;

b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala
Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.



(1)

(2)

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan,

menyiapkan, melaksanakan dan mengembangkan:

a.usaha perbenihan dan penyebarluasan benih
bermutu varietas unggul;dan

b.usaha pertanian non benih yang menggunakan
lahan aset Pemerintah Daerah yang pengelolaannya
diserahkan kepada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
termasuk budidaya tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan pengembangan agrowisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala UPTD Produksi Benih dan Non

Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan produksi
benih dan non benih tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan;

b. pelaksanaan budidaya penangkaran benih tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

c. pemanfaatan lahan milik Pemerintah Daerah yang
pengelolaannya diserahkan kepada Dinas;

d. pengelolaan lahan aset Pemerintah yang
dikembangkan menjadi lokasi agrowisata;

e. penumbuhan dan pengembangan pemasaran
perbenihan /pembibitan;

f. pengelolaan sarana dan prasarana UPTD Produksi
Benih dan Non Benih Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan; dan

g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.



Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

a.

(1)

(2)

(3)

melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan,
penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;

melaksanakan urusan rumah tangga meliputi
keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
melaksanakan urusan kepegawaian meliputi
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
melaksanakan urusan keuangan;

menyusun perencanaan program/kegiatan,;
melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana kantor; dan

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh

Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga
fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala
Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional wajib
melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi
maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya serta memberikan
bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat

terhadap bawahannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN

Pasal 9

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Sekretaris Daerah.

Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELON

Pasal 10

Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau
jabatan struktural eselon IV-a.
Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan

Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-b.



BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi
Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 22), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Oktober 2022
BUPATI MAGETAN,
TTD

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 41

Pemgbina ngkat I}
NIP 19740206 200003 T 004



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR :41 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 Oktober 2022

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PRODUKSI BENIH DAN NON BENIH TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA
UPTD

KELOMPOK JABATAN SUBBAGIAN TATA
FUNGSIONAL USAHA

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO
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